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ABSTRAK 

 

Nur Wirda Nawir, Tinjauan Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Madya Makassar 

(dibimbing oleh Mahardian Hersanti P dan Nurul Afifah) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sosialisasi Perpajakan pada KPP 

Madya Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari KPP Madya 

Makassar yang merupakan data Target dan Realisasi Kegiatan Sosialisasi 

Perpajakan dengan runtut waktu selama kurun waktu 2014-2015.Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP 

Madya Makassar berjalan baik karena  kegiatan sosialisasi yang dilakukan 

memenuhi de total rencana Sosialisasi. 

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan dan Realisasi sosialisasi
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ABSTRACT 

 

 

Nur Wirda Nawir , Observe the Socialization of Taxation on KPP Madya 

Makassar 

(Guide by Mahardian Hersanti P and Nurul Afifah) 

This research aims to observe the activities of the socialization of taxation on KPP 

Madya Makassar. The method of this study is qualitative descriptive. Using 

secondary data from KPP Madya Makassar which is the target and the realization 

of the socialization of taxation periode 2014-2015. The  result of this study show 

that the activities of the socialization which is conducted by KPP Madya Makassar 

pan out well because it meet outreach plan. 

Key words: Socialization of Taxation and Realization Socialization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. [1] disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting, karena merupakan 

sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk 

pembangunan. (Dwi;2014)[2]  

Seiring dengan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi 

perpajakan, maka dibutuhkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang diatur dalam 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ./2007.[3]tentang 

Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat. Sosialisasi perpajakan 

dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut), dan masyarakat 

(yang dipungut). Untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai 

peraturan pajak terbaru, maupun informasi lainnya dengan harapan melalui 

sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan tumbuhnya rasa percaya 

kepada pemerintah untuk mengelolah apa yang sudah mereka lapor dan 

setorkan. (Dwi;2014)[2]  

Sosialisasi peraturan dan tata cara perpajakan ini dapat dilakukan dalam 

banyak cara, antara lain melalui penyuluhan, internet, iklan televisi, dan 

pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan konseling terhadap wajib pajak. 

Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur pembentukan tim sosialisasi 
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Masyarakat dan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang 

berlaku, dan dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban perpajakannya 

sehingga dengan sendirinya para wajib pajak diharapkan dapat memenuhi 

peraturan perpajakan yang berlaku. Dan tidak mengalami kebingungan atau 

ketidakpastian karena perubahan/reformasi perpajakan yang ada.(Dwi;2014)[2]  

Selain sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan juga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugroho, 2005 dalam Dharma 

(2014) [4], kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu 

produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. Pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan 

keberhasilan Boediono,2003 dalam Dharma (2014)[4].Parasuraman, et al. (1988) 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. (Dharma;2014)[4] 

Sebagai upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelayanan 

perpajakan yang lebih prima serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan 

upaya moderinisasi dan reformasi perpajakan. Reformasi secara umum telah 

dilakukan dalam tubuh Departement Keuangan, begitu pula halnya dengan 

bidang perpajakan. Reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983 dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP) dimana dilakukan perubahan atas sistem  pemungutan 

pajak dari sistem official assessmentmenjadi sistem self assessment.. Adapun 

amandemen-amandemen tersebut dilakukan di tahun 1994 sebagai respon 

pemerintah akan perkembangan perekonomian nasional dan menguatnya 

pengaruh globalisasi dunia yang diikuti dengan pembuatan empat undang-

undang baru dibidang perpajakan. Tahun 2000 dengan pembuatan lima undang-

undang perpajakan yang baru. Dan terakhir kali ini di tahun 2002 dimana
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pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 tahun 2002 mengenai 

Pengadilan Pajak (PP). (Dharma;2014)[4] 

Penulis tertarik untuk meneliti sosialisasi perpajakan pada KPP Madya 

Makassar,karena kota makassar merupakan kota yang sedang berkembang saat 

ini dan memiliki sumber penerimaan pajak yang besar baik dari wajib pajak 

badan maupun pribadi yang tidak lepas dari adanya kegiatan sosialisasi 

perpajakan yang mereka lakukan dan upaya peningkatan kepatuhan wajib 

pajaknya. 

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak 

Tahun  Rencana Realisasi Persentase 

2014 
             

2,945,663  
                    

2,833,216  
97.85% 

2015 
             

4,086,359  
3,470,998  84.94% 

Sumber: KPP Madya Makassar 

Berdasarkan tabel 1.1., dapat dilihat realisasi pajak pada KPP Madya 

Makassar pada tahun 2014 dan 2015 hampir memenuhi rencana penerimaan 

pajak. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP 

Madya Makassar perlu di maksimalkan sehingga dapat memberikaan kontribusi 

terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.  

Menelaah lebih jauh tentang sosialisasi perpajakan penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosialisasi Perpajakan pada 

KPP Madya Makassar” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu 

Bagaimana Sosialisasi Perpajakan pada KPP Madya Makassar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan laporan tugas akhir ini Untuk 

mengetahui Sosialisasi Perpajakan pada KPP Madya Makassar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Roadmap Penelitian 

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak 

pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga 

meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang 

pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sistemself-

assessmentadalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak 

untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. 

Penerapan sistem ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih 

mudah dan efisien. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan aktif karena 

tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak 

seperti pada sistem official-assessment. Sistem self-assessment lebih 

membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan 

kewajiban perpajakasnnya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak 

untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan 

pajak negara. (Harriyanto;2013)[5] 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yohanna tahun 2013 [6] 

dengan judul Tinjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan kinerja Account 

Representative Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus 

KPP Pratama Jakarta Pademangan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

cara-cara pelaksanaan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta 

Pademangan, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam sosialisasi 

dan untuk mengetahui peran Account Representative. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian 

ini KPP Pratama Jakarta Pademangan sudah menggunakan berbagai media untuk 

mensosialisasikan mengenai peraturan dan kegiatan perpajakan. Media-media 

tersebut antara lain flyers (poster dan brosur), leaflet dan booklet, billboard, dan 

standing banner. Kinerja Account Representative di 
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KPP Pratama Jakarta Pademangan sudah baik. Terlihat dari pelaksaaan 

pekerjaan, sikap dalam menangani wajib pajak dan update akan peraturan-

peraturan terbaru. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yulanda dan Rika tahun 2013 [7] 

dengan judul Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Dalam Upaya 

Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Palembang. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat dan mendukung 

program sosialisasi perpajakan dan upaya sosialisasi perpajakan. Peneilitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan sosialisasi 

KPP Madya  Palembang belum efektif dikarenakan ada media sosialisasi yang 

belum dilakukan dan sebagian media sosialisasi tidak rutin dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1.Definisi Pajak 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu 

sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalambukunya Mardiasmo 

(2011:1)[8]:“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkanUndang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiadamendapat jasa timbal (kontra

- Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor  SE-98/PJ/2011 

- PeraturanMentri Keuangan 

Nomor 184/PMK.01/2010 

Tinjauan Sosialisasi Perpajakan 

Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan 

 Penelitian Terdahulu 

- Tinjauan Atas Sosialisasi 

Peraturan Perpajakan dan 

Kinerja Account 

Representative dalam Upaya 

Peningkatan Kepatuhan wajib 

Pajak (Esther Yohana  2012) 

- Analisis Sosialisasi Perpajakan 

pada Wajib Pajak Dalam 

Upaya Peningkatan 

Penerimaan Pajaka pada KPP 

Madya Palembang (Yulanda  

dan Rika 2013) 

 
Gambar 1.1 Roadmap Penelitian 
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Prestasi) yang langsung dapatditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaranumum.” 

Nurmantu (2005) [9], menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor 

pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Supramono (2010) [10], menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang tidak 

mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. 

Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Simon Nahak  (2014) [11] 

menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum. 

 Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo,(2009 : 2) [12] 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengantidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjukdan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

Dari beberapa definisi di atas terdapat persamaan pandangan atauprinsip 

mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisitersebut hanya pada 

penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.Kedua pendapat tersebut 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 

2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung. 

3) Dapat dipaksakan. 

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang 

secara langsung dapat ditunjuk. 

2.2.2 Wajib Pajak 

Wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:23) [8] adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan perpajakan. 

2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

a. Kewajiban wajib pajak 

Kewajiban wajib pajak dalam perpajakan nasional pada dasarnya 

(Mardiasmo, 2011:56) [8] meliputi: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

3.  Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan 

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

6. Jika diperiksa wajib :  

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan 
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7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 

ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan  

b. Hak-hak Wajib Pajak 

Hak-hak wajib pajak dalam perpajakan nasional meliputi: 

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.  

2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.  

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.  

4.  Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.  

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 

pajak.  

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 

ketetapan pajak.  

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  

8. Mengajukan permohonan penghapusan ssdan pengurangan sanksi, serta 

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.  

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.  

10.  Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.  

11. Mengajukan keberatan dan banding.  

2.2.4 Tarif pajak  

Sudirman dan Amiruddin (2012) [13] Tarif  Pajak adalah ketentuan 

persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.  Adapun macam-macam tarif pajak 

yaitu Tarif Tunggal dan Tarif Tidak Tunggal . 

2.2.5 Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua 

fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), [8] yaitu : 



 

8 
 

 

1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem 

(Mardiasmo,2011: 7), [8] yaitu sebagai berikut : 

1) Official Assessment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangkepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangsepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 

sendiribesarnya pajak yang terutang. 

3)  With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangkepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yangbersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutangoleh Wajib Pajak. 

2.2.7 Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jenderal 

Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk 

memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada 

umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012). 

2.2.8 Bentuk Sosialisasi Perpajakan 

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting d-  



 

9 
 

lam upaya memasyarakatkan pajak dalam upaya kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam hal ini. Negara memberikan perintah kepada pemerintah 

untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Akan 

tetapi, proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari 

masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya 

pembangunan sarana publik. Maka dari itu, melalui Surat EdaranDirektur 

Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ./ 2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi 

Perpajakan Bagi Masyarakat dengan indikator-indikator yaitu media, penyuluhan 

pajak, cara sosialisasi dan penyelenggara sosialisasi. 

1) Media Informasi  

Media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan 

secara urut adalah :  

a. Media televisi;  

b.  Media koran;  

c.  Media spanduk;  

d. Media Flyers (poster dan brosur);  

e. Media billboard/miniboard;  

f.  Media radio. 

2) Slogan  

a. Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut – nakuti atau 

bersifat      intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.  

b. Slogan lebih ditekankan kepada kata “manfaat pajak” yang diperoleh.  

c. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi 

kriteria diatas : “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.  
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3) Cara Penyampaian  

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara 

kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan 

sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan 

bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga 

informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 

4) Kualitas Sumber Informasi  

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. 

Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah :  

a. Call center  

b. Penyuluhan  

c.  Internet  

d.  Petugas Pajak  

e.  Televisi  

f.  Iklan Bis  

5) Materi Sosialisasi  

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, 

manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing – masing unit. 

6) Kegiatan Penyuluhan  

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah :  

a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi  

b. Media yang dipergunakan adalah proyektor 

c.  Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan 

d.  Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi  
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Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan 

dua cara sebagai berikut: 

1. Sosialisasi langsung  

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan 

berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. 

2. Sosialisasi tidak langsung 

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada 

masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan 

peserta.(Marisa Harriyanto;2013)[5] 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pada kantor KPP Madya Makassar. Waktu 

penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari 

Februari – Juli 2016. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut 

Sunyoto, Danang (2013:21) [14], data kualitatif adalah berupa variasi-variasi 

persepsi dari para responden. 

b. Sumber Data 

1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

responden yang mencakup identitas responden,dengan wawancara 

mengenai persepsi sosialisasi perpajakan dengan Tim Sosialisasi KPP 

Madya Makassartahun 2014-2015. 

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Jadi 

pada saat penelitian dilakukan data tersebut telah tersedia. Data 

tersebut meliputi laporan-laporan kegiatan sosialisasi KPP Madya 

Makassar, jurnal-jurnal, majalah-majalah, serta penelitian-penelitian 

terdahulu. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalahmenganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya. (Sugiono, 2013:15) [15]. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah Kantor 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan sistem 

administrasi modern di seluruh Indonesia. 

Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan 

organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi 

organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan 

Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 0ktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar 

para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna 

dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada 

gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang  

dibebankan setiap tahunnya  dan dapat mewujudkan pemerintah yang baik  

(goodgovernance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment). 

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari 2007 KPP Madya 

Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan 

mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008, 

tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang 

kemudian ditambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011. 
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4.2 Wilayah Kerja 

Wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau 

Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

Sebaran wajib pajak KPP Madya Makassar di 3 (tiga) provinsi tersebut disajikan 

dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Sebaran Wajib Pajak 

Sumber: KPP Madya Makassar (data diolah) 

 

4.3 Visi dan Misi 

4.3.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak 

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 

administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien dan dipercaya 

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi” 

4.3.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak 

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang 

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang 

efektif dan efisien” 
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4.3.3    Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar 

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-

nilai kementrian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan. 

4.3.4 Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar 

Memberikan pelayanan yang baik guna meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan 

efisien berdasarkan UU perpajakan. 

4.4 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar 

           Sumber: KPP Madya Makassar (data diolah) 
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4.5 Tugas dan Fungsi 

4.5.1 Seksi Pelayanan 

Berada di lantai 1 KPP Madya Makassar, Seksi Pelayanan yang dipimpin 

oleh Adnan Muis memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi Pelayanan sebagai 

bagian dari KPP Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan 

pertama pada wajib pajak, berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik 

kepada wajib pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (Taxpayers 

satisfaction) yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra Direktorar 

Jenderal Pajak (DJP). 

Motto “melayani dengan hati, mengerti dan inovasi” diharapkan dapat 

memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur KPP Madya Makassar, 

terkhusus kepada para petugas di seksi Pelayanan sebagai front liner dari KPP 

Madya Makassar. 

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari Seksi Pelayanan yang 

merupakan ujung tombak dari KPP Madya Makassar. Salah satu tugas dari Seksi 

Pelayanan yaitu menata, mengatur dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi 

tempat yang nyaman bagi wajib pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait 

urusan perpajakan. Sesuai dengan  SE-84/TJ/2011 tentang Pelayanan Prima, 

jadwal pelayanan di TPTdimulai pukul 08:00 s.d. 16:00 WITA dan tidak mengenal 

jam istirahat. Petugas Seksi Pelayanan memiliki jadwal shift yang tidak akan 

membiarkan TPT dalam keadaan kosong. Tugas lain yang menjadi tanggungjawab 

Seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan 

ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan. 
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4.5.2 Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terletak di lantai 1 

berdampingan dengan Seksi Pelayanan. Seksi Waskon merupakan seksi yang 

menjalankan fungsi pengawasan di samping tetap memberikan pelayanan 

konsultasi kepada wajib pajak. Seksi Waskon beranggotakan beberapa Account 

Representative (AR) yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh pelaksana 

yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau 

himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, 

penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan 

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta 

melakukan evaluasi hasil banding. Account Representative (AR) adalah 

penghubung antara KPP Madya Makassar dengan wajib pajak yang menjadi 

tanggung jawabnya. Sehingga, pelayanan bukan hanya difokuskan kepada 

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tetapi juga secara menyeluruh melalui Account 

Representative (AR). Setiap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya Makassar 

akan ditangani oleh seorang AR. Seksi Waskon terbagi mejadi 4 seksi yakni Seksi 

Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III  dan Seksi Waskon IV. 

4.5.3 Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar berhadapan 

dengan seksi penagihan. Seksi Pemeriksaan menjalankan tugas berkaitan dengan 

proses pemeriksaan wajib pajak antara lain menyusun rencana pemeriksaan, 

mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta mengadministrasikan pemeriksaan 

pajak lainnya. 

4.5.4 Seksi Penagihan 

Seksi penagihan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Seksi Penagihan 

merupakan bagian dari KPP Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti 

produk hukum yang telah diterbitkan oleh Seksi Pelayanan. Untuk menjalankan 

fungsi tersebut, Seksi Penagihan mengemban tugas melakukan urusan 
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penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 

penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan 

dokumen-dokumen penagihan. 

4.5.5 Fungsional Pemeriksa 

Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa menempati ruangan di samping 

Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 32 orang yang dibagi dalam 4 (empat) 

kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di KPP Madya 

Makassar, Fungsional Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi 

pemeriksaan lengkap pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka 

penagihan. 

4.5.6 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 KPP Madya 

Makassar. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan 

data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, 

perakaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, 

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja. 

4.5.7 Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Dalam 

menjalankan fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam 

mobilitas KPP Madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah 

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, juga 

mengelola poliklinik kantor, perpustakaan dan business center. 
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4.5.5 Media Sosialisasi 

Media sosialisasi langsung yang digunakan oleh Tim Sosialisasi Pajak KPP 

Madya Makassar, yaitu : 

1. Tax Goes To School 

Merupakan media untuk Calon Wajib Pajak yaitu siswa-siswi. Sosialisasi 

yang sifatnya datang langsung ke sekolahan berupa meteri yang disampaikan 

seperti pemahaman dasar mengenai perpajakan kepada pelajar di bangku 

sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran perpajakan bagi generasi penerus bangsa. Sehingga diharapkan 

menjadikan generasi bangsa yang sadar dan taat pajak. Tax Goes To School pada 

tahun 2014 dilakukan sebanyak enam kali kegiatan untuk calon wajib pajak dan 

pada tahun 2015 dilakukan sebanyak satu kali kegiatan untuk calon wajib pajak 

dikarenakan di tahun 2015 terdapat kegiatan Tax Goes To Campus yang akan di 

realisasikan. 

Tabel 4.1 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2014 

 

Sumber: KPP Madya Makassar  

Berdasarkan tabel 4.1, data yang diperoleh dari KPP Madya Makassar 

merupakandata kegiatan sosialisasi untuk tahun 2014 kategori calon wajib pajak. 

Dapat dilihat bahwakegiatan  sosialisasi yang  dilakukan oleh tim sosialisasi pajak 

sebanyak 6 (enam) kali penyuluhan. Penyuluhan dilakukan pada bulan Juni 

sebanyak satu kali, bulan Agustus sebanyak satu kali, bulan September sebanyak 

dua kali dan bulan November sebanyak dua kali.  

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dengan 

tema penyuluhan ”Pengenalan Pajak” memiliki target peserta penyuluhan yaitu 

dari golonganpelajar atau mahasiswa di kota Makassar. Dalam kegiatan 

penyuluhan ini tim sosialisasi KPP Madya Makassar menggunakan media 

langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang ada 

jan feb mar apr mei jun jul agt sep okt nov des Bln ini s/d bln ini
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di wilayah kota Makassar. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai 

persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini 

sebanyak 1.451 dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. 

Tabel 4.2 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2015 

 

Sumber: KPP Madya Makassar 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya 

Makassar, yaitu ”Penyuluhan kepada Calon Wajib Pajak”dengan rencana 

totalkegiatan sosialisasi sebanyak satu kali, yang dilakukan pada bulan Mei. 

Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini kategori Pelajar/Siswa dengan 

menggunakan media lansung mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di wilayah 

kota Makassar, dengan kegiatan yang dinamakan Tax Goes To School. Realisasi 

pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah 

peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 160 dari bulan Mei sampai 

dengan bulan Desember. 

2. Kelas Pajak/Klinik Pajak 

Merupakan penyuluhan kepada Wajib Pajak Terdaftar. Disini Kelas 

Pajak/Klinik Pajak merupakan penyuluhan yang dilakukan secara personal, 

dimana Wajib Pajak yang kurang mengerti meminta dilatih lagi secara personal 

lewat Klinik Pajak. Kegiatan ini merupakan sarana pembelajaran maupun media 

bagi masyarakat dan wajib pajak untuk mengetahui lebih banyak berbagai hal 

mengenai perpajakan. Kelas Pajak/Klinik Pajak pada tahun 2014 dilakukan 

sebanyak dua kali kegiatan untuk wajib pajak terdaftar dan begitu pula pada 

tahun 2015 juga dilakukan sebanyak dua kali untuk wajib pajak terdaftar. 

Tabel 4.3 Sosialisasi untuk  Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014 

 

  Sumber: KPP Madya Makassar 

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des Bln ini s/d bln ini

1 100% 160 1601 11

KPP 

Madya 

Makassar

Penyuluhan 

Kepada 

Calon WP

Pelajar/Si

swa

Tax Goes 

To School
Langsung

Media
Rencana 

Total

Realisasi perbulan Realisasi 

dibln ini
Capaian

Jumlah Peserta
NO Unit Kerja Tema/Topic

Target 

Penyuluh
Kegiatan

jan feb mar apr mei jun jul agt sep okt nov des Bln ini s/d bln ini
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Tabel 4.3 menujukkan, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim 

Sosialisasi KPP Madya Makassar untuk  kategori wajib pajak terdaftar pada tahun 

2014 dilaksanakan dengan beberapa tema yaitu, Pengenalan Pajak, Peningkatan 

Kepatuhan, dan Peningkatan Kepatuhan tentang Penegakkan Hukum dan 

Sosialisasi PP 46. Kegiatan penyuluhan pertama yang dilakukan oleh Tim 

Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu “Pengenalan Pajak” dengan rencana total 

kegiatan sosialisasi sebanyak delapan kali. Pada bulan Februari sebanyak dua 

kali, bulan Maret sebanyak lima kali, dan bulan Oktober sebanyak satu kali. 

Target dari kegiatan penyuluhan ini yaitu kategori Wajib Pajak orang pribadi 

pegawai/karyawan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak, 

dalam kegiatan yang dinamakan kelas pajak/klinik pajak. Realisasipada kegiatan 

penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam 

kegiatan penyuluhan ini sebanyak 384 dari bulan Februari sampai dengan bulan 

Desember. 

Kegiatan penyululuhan kedua yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP 

Madya Makassar untuk kategori wajib pajak yaitu mengenai “Peningkatan 

Kepatuhan” dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak lima kali, yang  

dilakukan pada bulan Februari sebanyak satu kali, bulan Maret sebanyak empat 

kali, dan bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan 

penyuluhan ini yaitu kategori Wajib Pajak Badan, dalam kegiatan yang 

dinamakan kelas pajak/klinik pajak dengan menggunakan media langsung 

kepada Wajib Pajak. Realiasasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai 

persentasesebesar 120%.Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini 

sebanyak 1.065 dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember. 

Tabel 4.4 Sosialisasi untuk  Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015 

 

  Sumber: KPP Madya Makassar 

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des Bln ini s/d bln ini

2 100% 0 461 22

KPP 

Madya 

Makassar

Penyuluhan 

kepada WP 

Badan

WP Badan

Kelas 

pajak/Klin

ik

Langsung

11 550% 0 973Langsung 2 9 2

Rencana 

Total

Realisasi perbulan Realisasi 

dibln ini
Capaian

Jumlah Peserta

1

KPP 

Madya 

Makassar

Penyuluhan 

kepada WP 

Badan

WP Badan

Kelas 

pajak/Klin

ik

NO Unit Kerja Tema/Topic
Target 

Penyuluh
Kegiatan Media



 

23 
 

Data Tabel 4.4 diperoleh dari KPP Madya Makassar, yaitu data kegiatan 

sosialisasi pada tahun 2015 untuk kategori wajib pajak. Berdasarkan data diatas, 

kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua belas kegiatan dengan tema yaitu, 

Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Badan, Penyuluhan Tentang Pajak Penghasilan 

bagi Wajib Pajak dengan Omzet Tertentu Tidak Melebihi 4.8 M, Penyuluhan 

tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Potensial,Penyuluhan Kepada 

Bendaharadan Pemberi Kerja dan Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban WP 

Sektor atau KLU tertentu. Kegiatan penyuluhan pertama yang dilakukan oleh Tim 

Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu  ”Penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan”, 

dengan rencana total kegiatan penyuluhan sebanyak dua kali dan realisasi 

sebanyak sebelas kali. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari sebanyak 

sembilan kali dan bulan Maret sebanyak dua kali. Target peserta dari kegiatan 

penyuluhuan ini kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media 

langsung kepada Wajib Pajak Badan, dengan kegiatan yang dinamakan Kelas 

Pajak/Klinik Pajak. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini sebesar 550%. Jumlah 

peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 973 dari bulan Februari sampai 

dengan bulan Desember. 

Kegiatan penyuluhan kedua yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP 

Madya Makassar yaitu “Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Badan”, dengan rencana 

total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali dan realisasi sebanyak dua kali. 

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret sebanyak dua kali. Target peserta dari 

kegiatan penyuluhan kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media 

langsung kepada kepada Wajib Pajak Badan, dengan kegiatan yang dinamakan 

Kelas Pajak/Klinik Pajak. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai 

persentase sebanyak 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini 

sebanyak 46 dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. 

3. Tax Goes To Campus 

Merupakan media untuk Calon Wajib Pajak yaitu mahasiswa. Sosialisasi 

yang sifatnya datang langsung ke universitas biasanya berupa kuliah umum, 
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seminar, workshop dan materi yang disampaikan yaitu seperti pemahaman 

perpajakan, pembuatan NPWP dan pengisian SPT Orang Pribadi dan Badan yang 

bersifat praktisi. Jika sosialisasi atau penyuluhan dilakukan di Kantor Pelayanan 

Pajak, maka Tim Sosialisasi Perpajakan KPP Madya Makassar akan mengundang 

mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi di KPP. Harapannya  genarasi 

muda untuk peduli pajak sejak dini hingga saatnya nanti mampu melaksanakan 

kewajibannya sebagai Tax Payer. Mahasiswa yang dikenal sebagai agent of social 

control serta dianggap memiliki intelektual dapat menjadi pelopor dalam 

membangun kesadaran pajak demi menuju bangsa yang sejahtera. Tax Goes To 

Campus pada tahun 2014 dilakukan sebanyak satu kali kegiatan untuk wajib 

pajak terdaftar dan begitu pula pada tahun 2015 juga dilakukan sebanyak satu 

kali kegiatan untuk wajib pajak terdaftar. 

Tabel 4.5 Sosialisasi untuk  Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014 

 

Sumber: KPP Madya Makassar 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya 

Makassar yaitu mengenai “Pengenalan Pajak”,dengan rencana totalkegiatan 

sosialisasi sebanyak tiga kali namun realisasinya hanya sebanyak dua 

kali.Penyuluhan yang dilakukan pada bulan September sebanyak satu kali dan 

pada bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan 

penyuluhan ini yaitu kategori Mahasiswa, dalam kegiatan yang dinamakan Tax 

Goes To Campus dengan menggunakan media langusung mendatangi kampus-

kampus yang ada di wilayah Makassar. Realisasi pada kegiatan ini mencapai 

persentasi sebesar 66,67%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini 

sebanyak 250 dari bulan September sampai dengan bulan Desember. 

Tabel 4.6 Sosialisasi untuk  Calon Wajib Pajak Tahun 2015 
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Sumber: KPP Madya Makassar 

Data Tabel 4.6 diperoleh dari KPP Madya Makassar, yaitu data kegiatan 

sosialisasi pada tahun 2015 untuk kategori calon wajib pajak. Berdasarkan data 

Tabel 4.3, kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali dengan tema 

Penyuluhan Kepada Calon Wajib Pajak . Kegiatan penyuluhan pertama yang 

dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu  ”Penyuluhan Kepada 

Calon Wajib Pajak”,dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali, 

yang dilakukan pada bulan November. Target peserta dari kegiatan penyuluhan 

ini kategori Mahasiswa dengan menggunakan media langsung dengan 

mengunjungi kampus-kampus yang ada di wilayah kota Makassar, dengan 

kegiatan yang dinamakan Tax Goes To Campus. Realisasi pada kegiatan 

penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam 

kegiatan penyuluhan ini sebanyak 250 dari bulan November sampai dengan 

bulan Desember. 

4. Tax Gathering/Sarasehan 

Ditujukan kepada Wajib Pajak terdaftar, yaitu Wajib Pajak yang dianggap 

telah memberikan kontribusi yang baik untuk KPP Madya Makassar. Untuk Tim 

Sosialisasi Perpajakan KPP Madya MakassarTax Gathering/Sarasehan sendiri 

dilakukan untuk meningkatkan hubungan emosional kepada Wajib Pajak dan 

memberikan informasi-informasi tentang perkembangan yang ada di KPP Madya 

Makassar. Kegiatan ini di maksudkan untuk dapat menumbuhkan kesadaran 

dalam bidang perpajakan dan menjalin komunikasi serta saling memberikan 

masukan terhadap dan fungsi masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah 

(DJP) dan para Wajib Pajak dengan tujuan, untuk lebih menyempurnakan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam bidang perpajakan. Tax 

gathering di tahun 2014 dilakukan sebanyak satu kali kegiatan dan di tahun 2015 

Tax Gathering dilakukan sebanyak satu kali. 
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Tabel 4.7 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014 

 

Sumber: KPP Madya Makassar 

Kegiatan Penyuluhan Keempat yang di lakukan oleh Tim Sosialisasi KPP 

Madya Makassar yaitu mengenai “Peningkatan Pengetahuan tentang 

Penegakkan Hukum”,dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak dua kali 

dan realisasi sebanyak empat kali, penyuluhan yang dilakukan pada bulan Maret 

sebanyak dua kali, bulan Mei sebanyak satu kali dan pada bulan November 

sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini yaitu kategori 

Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak 

Badan dalam kegiatan yang dinamakan Sarasehan/Tax Gathering . Realisasi pada 

kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 200%.Jumlah peserta 

dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 404 dari bulan Maret sampai dengan 

bulan Desember. 

Tabel 4.8 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015 

 

Sumber: KPP Madya Makassar 

Kegiatan penyuluhan keenam yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP 

Madya Makassar yaitu mengenai, “Penyuluhan kepada Wajib Pajak 

Badan”,dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali yang 

dilakukan pada bulan Maret. Target peserta dalam kegiatan penyuluhan ini 

kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib 

Pajak Badan, dengan kegiatan yang dinamakan Sarasehan/Tax Gathering. 

Realisasi dalam kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. 

Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 218 dari bulan Maret 

sampai dengan bulan Desember. 
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5. Early Tax Education 

Penyuluhan langsung yang diberikan kepada Calon Wajib Pajak khususnya 

mahasiswa, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan terlebih 

dahulu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan NPWP dan pentingnya 

membayar pajak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang 

perpajakan kepada calon wajib pajak dan wajib pajak akan hak dan kewajiaban 

perpajakannya. Early Tax Education di tahun 2014 dilakukan sebanyak satu kali 

dan di tahun 2015 tidak dilakukan kegiatan Early Tax Education karena kegiatan 

yang dilakukan di tahun 2015 adalah kegiatan penyuluhan gabungan. 

Tabel 4.9 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014 

 

Sumber: KPP Madya Makassar 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar yaitu 

mengenai “Sosialisasi PP 46”,dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak 

dua kali namun realisasi yang dilakukan hanya sebanyak satu kali. Penyuluhan 

dilakukan pada bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan 

ini yaitu kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung 

kepada Wajib Pajak badan, dalam kegiatan yang dinamakan Early Tax Education. 

Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 50%. 

Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 95 dari bulan November 

sampai dengan bulan Desember. 

6. Help Desk 

Untuk Wajib Pajak yang mempunyai masalah, kurang memahami tentang 

perpajakan. Sarana atau media yang melayani dan/atau menananggapi 

pertanyaan dari wajib pajak serta memberikan solusi. Help Desk merupakan 

sarana yang disediakan oleh KPP Madya Makassar kepada wajib pajak yang 

terletak pada lantai dasar pada bagian pelayanan.  

jan feb mar apr mei jun jul agt sep okt nov des Bln ini s/d bln ini
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Gambar 4.3 Gambar Kegiatan Help Desk 

Sumber: Website KPP Madya Makassar 

 

7. Tax Goes To Office 

Merupakan media untuk Calon Wajib Pajak karyawan. Sosialisasi yang 

sifatnya datang langsung ke kantor-kantor biasanya berupa seminar, workshop 

dan materi yang disampaikan yaitu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan 

NPWP dan pengisian SPT Orang Pribadi dan Badan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberi informasi kepada waji pajak dan gambaran yang jelas akan 

sistem perpajakan dan proses bisnis pelayanan- pelayanan pajak. Kegiatan Tax 

Goes To Office merupakan kegiatan baru yang dilakukan oleh KPP Madya 

Makassar pada tahun 2016. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“kegiatan sosialisasi menggunakan media langsung di KPP Madya 
Makassar dengan Tax Goes To Campus, Tax Goes To School, Tax Office, 
Tax Gathering dan klinik pajak. Dan memenuhi panggilan dari kantor-
kantor yang ingin dilakukan sosialisasi.” 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

sosialisasi menggunakan media langsung di KPP Madya Makassar dengan Early 

Tax Education, Tax Goes To Campus, Tax Goes To School, Tax Office, Tax 

Gathering dan kelas pajak dalam kegiatan ini KPP Madya Makassar mengunjungi 
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langsung campus-campus, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor yang ada di 

wilayah Makassar. 

Media sosialisasi tidak langsung yang digunakan oleh Tim Sosialisasi Pajak 

KPPMadya Makassar yaitu : 

1. Suplemen (tambahan) 

Suplemen yang diberikan oleh Tim Sosialisasi Pajak KPP Madya Makassar ini 

berbentuk brosur yang diberikan kepada masyarakat, stiker pajak yang 

ditempel di mading Kantor Pelayanan Pajak, spanduk yang dipasangkan diluar 

Kantor Pelayanan Pajak dan standing banner yang diletakkan di Kantor 

Pelayanan Pajak. 

2. Iklan di media cetak 

Penyuluhan atau sosialisasi yang menggunakan iklan di media cetak dilakukan 

oleh Tim Sosialisasi Pajak KPP Madya Makassar, untuk member informasi,  

menghimbau dan mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak 

3. Artikel 

Sosialisasi atau penyuluhan menggunakan artikel dibuat langsung oleh 

petugas pajak, tapi sifatnya tidaks rutin karena tidak adanya aturan yang 

mengikat atau kewajiban untuk pembuatan artikel dan juga tidak semua 

petugas pajak dapat menulis artikel pajak. 

4. Iklan media sosial 

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan menggunakan media 

sosialberbentuk informasi-informasi terbaru mengenai sistem perpajakan 

terbaru dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat melalui media sosial 

dengan mengakses langsung ke internet melalui media sosial seperti Website, 

Facebook, Twiterr dan sebagainya. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“kegiatan sosialisasi melalui media tidak langsung yang dilakukan oleh 
Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dengan membuat brosur-brosur, 
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poster, dan artikel untuk memberitahukan informasi terbaru kepada 
masyarakat sdan wajib pajak.” 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

sosialisasi media tidak langsung yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar 

dengan membuat Brosur-brosur, poster, dan Artikel untuk memberikan 

informasi terbaru dan peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan kepada 

masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

4.5.6 Penyuluhan Pajak 

Penyuluhan merupakan cara yang dilakukan untuk oleh KPP Madya 

Makassar dalam melakukan proses sosialisasi, penyuluhan diselenggarakan 

ketika ada perintah dari Dirjen Pajak mengenai perubahan peraturan-perturan 

terbaru. 

4.5.6.1 Materi Sosialisasi 

Dalam menentukan rencana penyuluhan Tim Sosialisasi Perpajakan KPP 

Madya Makassar akan melakukan rapat untuk menyusun materi-materi apa yang 

ingin di sampaikan, misalnya adanya peraturan baru yang ingin diterapkan pada 

tahun  mendatang, maka perencanaan penyuluhan untuk menentukan materi 

yang dibawakan untuk tema/topik yang telah ditentukan serta menentukan 

segmen/target sosialisasi yang akan ditentukan dari sekarang. Terlepas dari ada 

atau tidak adanya peraturan baru tentang perpajakan, materi lainnya yang 

disosialisasikan oleh KPP Madya Makassar adalah penjelasan tentang Hak dan 

Kewajiban Wajib Pajak, mengenai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pengisian 

SPT secara manual dan menggunakan media komputer/laptop yaitu e-SPT dan 

juga pengisian SPT secara online yaitu e-filing serta tata cara administrasi, 

pelaporan pajak dan media apa yang digunakan di KPP Madya Makassar. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“dalam menentukan materi sosialisasi di KPP Madya Makassar melakukan 
rapat dengan seluruh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar untuk 
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menyusun materi-materi yang akan disosialisasikan, tema/topic, dan 
target dari kegiatan sosialisasi” 

 
 
Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 

penentuan materi sosialisasi terlebih dahulu Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar 

melakukan rapat untuk menetukan materi-materi yang akan disosialisasikan atau 

sampaikan. Menetukan tema/topic seperti Peningkatan Kepatuhan, Pengenalan 

Pajak dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan, dalam kegiatan sosialisasi dan 

membuat target seperti Mahasiswa dan Wajib Pajak Badan dari kegiatan 

sosialisasi yang akan dilakukan. 

4.5.6.2 Metode dan Media Penyuluhan 

Dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, KPP Madya Makassar 

melakukan proses diskusi dengan wajib pajak komunikasi dua arah. Pertama-

tama Tim Sosialisasi menjelaskan mengenai materi perpajakan yang ingin 

disosialisaikan. Selanjutnya ada sesi Tanya jawab antara Tim Sosialisasi dengan 

Wajib Pajak. Dalam sesi Tanya jawab, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk 

menanyakan bagian dari materi atau peraturan yang tidak dipahami. Kemudian 

Tim Sosialisasi menjelaskan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Wajib Pajak 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“metode dan media penyuluhan yang dilakukan KPP Madya Makassar 
metode langsung dengan melakukan diskusi kepada wajib pajak dan 
metode tidak langsung ” 
 
Dari hasil wawancara ini penulis dapat menyimpulkan bahwa metode 

yang digunakan pada KPP Madya Makassar yaitu metode langsung seperti Tax 

Goes To Campus, Tax Goes To School dan sebagainya dengan melakukan diskusi 

langsung, dalam kepada wajib pajak dengan memberikan jawaban atas 

pertanyaan dari wajib pajak dan metode tidak langsung brosur-brosur dan 

slogan. 
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4.5.6.3 Waktu Penyuluhan 

Waktu penyuluhan bukanlah hal yang tetap untuk melakukan kegiatan 

sosialisasi pada KPP Madya Makassar. Sosialisasi pajak yang dilakukan di KPP 

Madya Makassar dilaksanakan secara rutin. Kegiatan sosialisasi yang biasa 

dilakukan oleh KPP Madya Makassar penyuluhan kepada calon Wajib Pajak dan 

Pengenalan Perpajakan. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“waktu penyuluhan kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin 
berdasarkan hasil dari rapat materi sosialisasi.” 
 
Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa waktu 

penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dilakukan 

secara rutin dan mengacu pada hasil keputusan rapat pada materi sosialisasi. 

4.5.6.4 Penguasaan Materi Oleh Penyuluh 

Sebelum memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dan 

wajib pajak. Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar akan mengikuti sosialisasi 

peraturan terbaru yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Pajak 

Makassar. Kemudian materi pajak ini akan diinformasikan kepada Wajib Pajak 

dan Masyarakat . sebelum memberikan sosialisasi kepada mereka Tim Sosialisasi 

atau penyuluh akan melengkapi diri mereka dengan membaca peraturan-

peraturan yang terkait dengan materi yang akan disosialisasikan. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“penguasaan materi Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dengan 
memahami peraturan-peraturan atau informasi baru dari kanwil DJP Makassar 
kemudian menginformasikan ke masyarakat dan wajib pajak.” 

 
Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 

penguasaan materi oleh tim penyuluh dilakukan setelah menghadiri sosialisasi 

yang diadakan oleh Kanwil DJP kemudian memahami peraturan-peraturan, 
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informasi terbaru kemudian menginformasikan kepada masyarakat dan wajib 

pajak. 

4.5.7 Cara Sosialisasi 

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya 

Makassar dilakukan berbagai macam cara. Wajib Pajak dapat memperoleh 

penjelasan secara kontak langsung melalui diskusi. Diskusi biasa dilakukan pada 

lantai dasar seksi pelayanan untuk menjawab pertanyaan dan memberi informasi  

perpajakan kepada Wajib Pajak. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“cara sosialisasi di KPP Madya Makassar dengan melakukan diskusi 
langsung ataupun dengan call center.” 

 
Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa cara sosialisasi 

yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dengan melakukan diskusi langsung 

kepada wajib pajak dan melakukan media tidak langsung seperti dengan call 

center dan internet. 

4.5.8 Penyelenggara Sosialisasi 

Setiap Kantor Pajak diwajibkan dalam membuat laporan sosialisasi yang 

memuat tanggal, jenis kegiatan, materi, penyelenggara, jumlah 

peserta/pengunjung, serta keterangan tambahan lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh kantor pajak. 

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi 

KPP Madya Makassar mengatakan bahwa: 

“dalam penyelenggara sosialisasi pada KPP Madya Makassar dengan 
membuat laporan kegiatan-kegiatan penyuluhan sosialisasi dengan 
merincikan kegiatan sosialisasi seperti jenis kegiatan, target dan realisasi 
perbulannya.” 
 
Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelenggara 

sosialisasi pada Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dengan membuat laporan 

kegiatan penyuluhan sosialisasi dengan mencantumkan rincian-rincian kegiatan 



 

34 
 

sosialisasi seperti jenis kegiatan (Peningkatan Kepatuhan), target dari kegiatan 

sosialisasi (Mahasiswa dan Pelajar) dan realisasi perbulan dari setiap kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini mengenai Sosialisasi Perpajakan 

Pada KPP Madya yaitu: 

1. Media Sosialisasi yang digunakan oleh KPP Madya Makassar dengan dua 

media yaitu media secara langsung kepada wajib pajak seperti: Early Tax 

Education, Tax Goes To Campus, Tax Goes To School, Tax Office, Tax 

Gathering, Kelas pajak, dan media tidak langsung seperti iklan media cetak, 

Brosur-brosur, Poster dan iklan media sosial 

2. Penyuluhan pajak oleh KPP Madya Makassar dalam proses sosialisasi 

meliputi Materi Sosialisasi, Metode dan Media Penyuluhan, Waktu 

Penyuluhan,dan Penguasaan oleh Penyuluh 

3. Cara sosialisasi oleh KPP Madya Makassar dilakukan dengan berbagai 

macam cara. Seperti dengan melakukan diskusi langsung kepada wajib pajak 

dan media sosial dengan memberi informasi pepajakan kepada wajib pajak. 

4. Penyelenggara Sosialisasi oleh KPP Madya Makassar dengan membuat 

laporan kegiatan sosialisasi kemudian merincikan jenis kegiatan, tema/topik, 

target kegiatan sosialisasi dan realisasi perbulan dari setiap kegiatan 

sosialisasi. 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tim Sosialisasi KPP Madya Makasaar diharapkan dapat memprtahankan 

kegiatan penyuluhan yang telah rutin dilakukan yaitu Sosialisasi Langsung 

dan Sosialisasi Tidak Langsung. Sehingga kegiatan Sosialisasi yang telah 

dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, dengan kesadaran 
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masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya diharapkan mampu 

menambah penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2014 dan 2015. Diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperluas tahun penelitian. 
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